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Pemerintah Kabupaten Bangka

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2014-2018. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula atau finding solution bagi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bangka tahun 2016 yang keberhasilannya dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro untuk mencapai tujuan pembangunan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.
Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2016 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2016 dan harus diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD 2014-2018 tahun ketiga yang diarahkan pada upaya melanjutkan pengembangan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kemandirian dan keadilan di berbagai kawasan.

Untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam kaitannya dengan ekonomi daerah, perlu dilakukan analisis kondisi perekonomian Kabupaten Bangka secara menyeluruh. Salah satunya dengan menggunakan time series methods agar memperoleh hasil yang signifikan dengan tingkat kriteria kesalahan ramalan yang kecil.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Secara makro ekonomi kondisi perekonomian Kabupaten Bangka diimplementasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didalamnya memuat berbagai indikator ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaanya, Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi (PE) serta tingkat inflasi maupun indikator lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian Kabupaten Bangka sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tumbuh dengan laju 3,96 persen - 5,61 persen atau dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,45 persen. PDRB Kabupaten Bangka tahun 2013 mencapai Rp. 2.418.029,-. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka pada tahun 2013 yang diukur menurut PDRB Harga Konstan tumbuh sebesar 5,61 persen (dengan timah), mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnnya yang justru mencapai 6,07 persen. Laju pertumbuhan komoditas timah yang cenderung menurun dari tahun ke tahun menyebabkan perlambatan pada pertumbuhan ekonomi secara total. Selain itu, kondisi ini dipengaruhi oleh trend pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami penurunan (6,23%) seiring lambatnya perekonomian nasional setelah krisis tahun 2008 dan trend keuntungan yang semakin menurun pasca pergeseran aktivitas ekonomi ke Asia sebagai dampak dari mulai kembali membaiknya pasar Amerika dan pasar Eropa sepanjang tahun 2013. 
Grafik 3.1.
Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka

Tahun 2009 – 2013
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    Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2014
Pertumbuhan tersebut secara makro masih didominasi oleh sektor primer dan tersier dengan kontribusi masing-masing sebesar 41,92 persen dan 37,14 persen. Kedua sektor tersebut diproyeksi merupakan core business Kabupaten Bangka dalam beberapa tahun kedepan. Adapun ketiga core sector tersebut adalah: (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; dan (3) perdagangan, hotel dan restoran sebagai representasi sektor pariwisata.
Meskipun sektor primer memegang peranan utama kontribusi terhadap PDRB, namun dari tahun 2011 sampai 2013 terlihat bahwa peranannya selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan peran sektor sekunder dan tersier. Kontribusi sektor primer menurun dari 44,42 persen di tahun 2011 menjadi 41,92 persen di tahun 2013. Penurunan kontribusi sektor primer dalam penciptaan PDRB Kabupaten Bangka tahun 2013 disebabkan penurunan kontribusi sektor pertambangan & penggalian. Sektor ini merupakan sektor andalan dalam perekonomian Kabupaten Bangka, yang diwakili oleh pertambangan bijih timah. Kondisi ini sudah terjadi sejak tujuh tahun terakhir. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kontribusi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2008 sebesar 24,37 persen menjadi 19,58 persen di tahun 2013 dimana rata-rata penurunan kontribusi mencapai 0,96 persen setiap tahunnya. 

Sektor sekunder, dalam 5 (lima) tahun terakhir, memberikan kontribusi yang berarti bagi pembentukan PDRB Kabupaten Bangka, dengan trend yang semakin meningkat. Jika di tahun 2009 kontribusi sektor sekunder hanya mencapai 19,23 persen, meningkat menjadi 19,54 persen pada tahun 2010, maka pada tahun 2013 kontribusi sektor ini justru mencapai hingga 20,94 persen dan diproyeksi terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Walaupun demikian, sektor ini dalam jangka pendek (sort term) maupun jangka panjang (long term) diproyeksikan tetap akan menjadi sektor ketiga dalam perekonomian.
Selama beberapa tahun terakhir, sektor tersier didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mampu memberikan kontribusi dominan terhadap perekonomian. Jika di tahun 2009 kontribusi sektor sekunder hanya mencapai 34,44 persen, menurun menjadi 34,26 persen pada tahun 2010, namun pada tahun 2013 kontribusi sektor ini justru meningkat mencapai hingga 37,14 persen. Tingginya kontribusi ini disebabkan karena secara tradisional, Kabupaten Bangka merupakan daerah dengan transaksi jasa yang tinggi dan di dukung sektor pariwisata yang banyak menjadi tujuan utama wisatawan, dengan disertai berbagai potensi, baik kondisi alam maupun sosial budaya masyarakat yang mendukung serta letak strategis antar pulau sebagai tempat untuk pertemuan-pertemuan penting, olahraga dan istirahat. Konsekuensi logis tradisi pariwisata tersebut adalah cepat tumbuhnya sub sektor perdagangan dan restoran serta tingginya tingkat hunian hotel-hotel dan penginapan yang ada. Apabila komoditas timah dikeluarkan dari analisis PDRB, sektor tersier menjadi sektor utama dalam struktur perekonomian Kabupaten Bangka.
Grafik 3.2.
Distribusi PDRB Kabupaten Bangka

Menurut Sektor Tahun 2009 – 2013
[image: image2.png]50,00

40,00
3000
2000 HPRIMER
1000 B SEKUNDER
000 = TERSIER
TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
PRIMER 46,33 46,20 4442 43,06 41,92
SEKUNDER 19,23 19,54 2,19 2058 209
TERSIER M4 42 35,39 36,36 3714
TOTAL 10000 | 10000 | 10000 [ 10000 [ 100,00





Sumber : Bappeda Kab. Bangka, 2014
Tahun 2008 sampai 2011, Pertambangan & Penggalian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar. Akan tetapi di tahun 2012, Sektor Pertanian memiliki nilai tambah yang mengalahkan sektor pertambangan. Kondisi ini juga terjadi di tahun 2013 dengan kontribusi sektor Pertanian sebesar 22,34 persen mengalahkan sektor Pertambangan & Penggalian yang memiliki kontribusi sebesar 19,58 persen. Hal ini disebabkan penurunan produksi pertambangan timah dan peningkatan produksi pertanian terutama perkebunan seperti karet dan sawit. Semakin menurunnya sektor pertambangan dan penggalian lebih disebabkan tingkat produksi  yang semakin berkurang, harga output yang fluktuatif, sifatnya yang unrenewable serta daya degradasi lahan dan landscape yang sangat tinggi. Dengan pertumbuhan yang fluktuatif tersebut, menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian tidak dapat terus menerus dijadikan andalan perekonomian. Kedepan, sektor pertanian diproyeksikan sebagai the next prime rmover karena sektor ini mampu (1) memberikan kontribusi besar dalam perekonomian, baik ditinjau dari aspek harga berlaku, harga konstan, tanpa timah maupun dengan timah, (2) memiliki derajat kepekaan dan derajat penyebaran yang tinggi, dan (3) merupakan sektor utama yang banyak memberikan pengaruh positif terhadap sektor lain.

Struktur Perekonomian Kabupaten Bangka tidak dapat dipisahkan dari sektor pertambangan, dengan komoditas utama berupa timah. Sejak sebelum merdeka, timah telah menjadi jantung kehidupan ekonomi masyarakat Bangka. Pada tahun 2013, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka yakni mencapai 22,34 persen meningkat dari tahun 2012 sebesar 21,76 persen. Adapun sektor lainnya menurut urutannya yakni (i) sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19,58 persen, (ii) sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,28 persen, (iii) sektor jasa-jasa sebesar 12,43 persen, (iv) sektor bangunan sebesar 11,55 persen, (v) sektor industri pengolahan sebesar 8,57 persen, (vi) sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,21 persen serta (vii) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,22 persen dan (viii) sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,81 persen.

Grafik 3.3.
Peranan Sektoral PDRB ADHB 

Kabupaten Bangka Tahun 2013
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Sumber : Bappeda Kab. Bangka

Diliihat dari pertumbuhan riil kontribusi sektoralnya, pertumbuhan di tahun 2013 secara rata-rata masing-masing sektor di Kabupaten Bangka memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antara 5 - 7 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan sumbangan dari berbagai sektor dengan perincian yakni (i) sektor jasa-jasa sebesar 7,60 persen, (ii) sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,04 persen, (iii) sektor pertanian sebesar 6,97 persen, (iv) sektor industri pengolahan sebesar 6,61 persen, (v) sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar 6,23, (vi) sektor bangunan sebesar 6,02 persen, (vii) sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,84 persen, dan (viii) sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 5,78 persen serta (ix) sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,62 persen.

Dari gambaran perekonomian di atas dapat diprediksi bahwa dalam beberapa tahun kedepan ketika deposit timah sudah habis terkuras, maka core business dan posisi relatif sektor-sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka akan mengalami pergeseran. Potret kondisi perekonomian tanpa timah ini sekaligus juga memberikan gambaran bagaimana prospek perekonomian di masa depan. Sektor pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran tetap akan mendominasi. Sedangkan sektor pertambangan diperkirakan tidak lagi menjadi bagian core business yang bisa dikembangkan, sebagai gantinya pengembangan perekonomian harus diarahkan kepada sektor bangunan, sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di masa depan, mulai  beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Bangka sudah mulai mempersiapkan infra dan suprastruktur pengembangan sektor-sektor prospektif yang akan menjadi core business beberapa tahun kedepan, melalui beberapa kegiatan pembangunan dan berbagai regulasi yang dapat dijadikan akseleratornya.

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membawa konsekuensi pada beberapa perubahan variabel ekonomi daerah lainnya, terutama terhadap inflasi dan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong tingkat permintaan atau konsumsi masyarakat yang akan berdampak pada kenaikan harga (inflasi).

Grafik 3.4.
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bangka

Tahun 2009 – 2013
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Sumber : Bappeda Kab. Bangka, 2013
Grafik diatas menunjukkan laju inflasi sektoral selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013. Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi relatif rendah yakni di bawah sepuluh persen. Pada tahun 2013 sektor-sektor yang ada dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar 7,11 persen. Angka inflasi tahun 2013 ini relatif lebih tinggi dari angka inflasi tahun 2012 yang sebesar 7,01 persen. Sementara tahun 2010 inflasi ekonomi di Kabupaten Bangka adalah sebesar 7,99 persen, yang merupakan Inflasi tertinggi terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Laju inflasi sektoral pada tahun 2013 sebagian besar disumbang oleh sektor Listrik, Gas & Air Bersih; Bangunan dan Jasa-jasa berturut-turut sebesar 10,78; 10,40 dan 10,35. Sedangkan laju inflasi terkecil ada di sektor Pertambangan & Penggalian sebesar 5,18 persen.
Grafik diatas juga menunjukkan trend laju inflasi yang diatas 3 (tiga) persen dalam kurun waktu 2009-2013 mengindikasikan bahwa pergerakan perekonomian atau aktivitas perekonomian berjalan lancar, dengan kata lain semua aspek perekonomian dari hulu ke hilir memberikan dampak positip bagi ekonomi daerah. Meningkatnya penghasilan perkapita penduduk maupun tingkat kesejahteraan penduduk tentunya berkorelasi positip terhadap meningkatnya daya beli serta daya saving masyarakat. Kedepan, fokus pemda selain terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu diperhatikan permasalahan distribusi pendapatan masyarakat agar tidak terjadi gap yang cukup besar antar kelompok masyarakat kecil, menengah dan kaya. Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Bangka tahun 2012-2013 dan proyeksi tahun 2014-2016 disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 3.1.
Realisasi Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Bangka       tahun 2012 – 2013 dan proyeksi tahun 2014 – 2016
	No
	Indikator Makro
	Realisasi
	Bertambah/
	Proyeksi

	
	
	2012
	2013
	Berkurang
	2014
	2015
	2016

	1
	PDRB (Milyar rupiah)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. 
	Harga Berlaku
	   6.164.237 
	   6.972.939 
	     808.702 
	  7.673.848 
	   8.410.213 
	  9.146.579 

	 
	b. 
	Harga Konstan
	   2.289.611 
	   2.418.029 
	     128.418 
	  2.549.732 
	   2.680.331 
	  2.810.930 

	2
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. 
	Harga Berlaku
	13,48
	13,12
	(0,36)
	10,05
	9,60
	8,76

	 
	b. 
	Harga Konstan
	6,05
	5,61
	(0,44)
	5,45
	5,12
	4,87

	3
	Tingkat Inflasi
	7,01
	7,11
	      0,10
	7,12
	7,16
	7,19

	4
	Distribusi Persentase ADHB
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Primer
	43,06
	41,92
	(1,14)
	41,05
	40,64
	39,71

	 
	a
	Pertanian
	22,13
	22,34
	0,21 
	22,03
	21,93
	21,85

	 
	b
	Pertambangan dan Penggalian
	20,93
	19,58
	(1,35)
	19,02
	18,39
	17,86

	 
	 
	Sekunder
	20,58
	20,94
	0,35
	21,23
	21,46
	21,66

	 
	c
	Industri Pengolahan
	8,63
	8,57
	(0,06)
	8,48
	8,4
	8,33

	 
	d
	Listrik, Gas & Air Bersih
	0,78
	0,81
	0,03 
	0,83
	0,84
	0,86

	 
	e
	Bangunan
	11,17
	11,55
	0,38 
	11,92
	12,22
	12,47

	 
	 
	Tersier
	36,36
	37,14
	0,78 
	37,72
	38,22
	38,62

	 
	f
	Perdag, Hotel & Restoran
	19,18
	19,28
	0,10 
	19,59
	19,77
	19,91

	 
	g
	Pengangkutan & Komunikasi
	3,12
	3,21
	0,09 
	3,2
	3,22
	3,23

	 
	h
	Keuangan, 
Persewaan &
 Jasa Perusahaan
	2,22
	2,22
	0,00 
	2,29
	2,33
	2,36

	 
	i
	Jasa-Jasa
	11,84
	12,43
	0,59 
	12,64
	12,90
	13,12

	5
	Jumlah Penduduk Miskin
	14.720
	13.263
	(1.457)
	14.461
	14.332
	14.280 


Sumber : Data diolah
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017
Untuk mencapai perekonomian yang ideal yaitu suatu kondisi dimana perekonomian terus menerus tumbuh disertai dengan stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas, merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bangka disamping meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan derajat kehidupan berdemokrasi. Semua tujuan tersebut pada tahun 2016 diimplimentasikan dengan melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan yang akan mempercepat terlaksananya tujuan tersebut. Diharapkan pelaksanaan pembangunan tersebut benar-benar memberikan dampak positip bagi masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya akan menemui berbagai hambatan yang akan mengganggu jalannya roda pembangunan dan ini dikenal sebagai faktor-fator yang mempengaruhi perekonomian. Ada dua faktor yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2016, yakni :

1. Yang pertama yaitu faktor eksternal yakni faktor-faktor yang berasal dari luar yang berpotensi mengganggu perekonomian dimana faktor eksternal ini relatif sulit untuk dikontrol sehingga untuk mengatasinya adalah dengan menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Biasanya faktor eksternal ini berasal dari kondisi internasional maupun dari kondisi nasional. 

a. Dari kondisi perekonomian makro nasional biasanya berkaitan dengan besaran pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, PDB riil, serta pendapatan perkapita. Pada tahun 2016, perekonomian nasional ini sangat dipengaruhi oleh dampak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean dan APBN 2016.
b. Dari kondisi internasional berkaitan dengan harga barang ekspor di dunia internasional berkaitan dengan supply dan demand. Kabupaten Bangka memiliki barang ekspor perkebunan unggulan seperti karet, lada putih,  kelapa sawit serta bijih timah di sektor pertambangan yang kesemuanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar internasional, dengan kata lain stabilitas ekonomi negara pengimpor memiliki hubungan timbal balik terhadap perekonomian sektor perdagangan Kabupaten Bangka.

2. Yang kedua lebih pada faktor yang berasal dari lingkungan Kabupaten Bangka, yaitu :

a. Perkembangan ekonomi makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diindikasikan oleh besaran pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan PDRB perkapita.

b. Kebijakan fiskal dibidang perekonomian pada APBD Kabupaten Bangka Tahun 2016.

c. Peran serta masyarakat dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan dimana perlu adanya kerjasama yang selaras dan berkesinambungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

d. Kondisi daerah yang aman dan kondusif yang akan menciptakan kondisi yang baik untuk melakukan aktivitas perekonomian.

e. Regulasi atau peraturan daerah yang fleksibel dibidang perekonomian terutama dalam hal investasi sehingga investor tidak sulit untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor ekonomi unggulan.

3.1.2.1. Tantangan Pokok

Terhambatnya proses akselerasi pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir selain merupakan kendala bagi upaya pencapaian sasaran-sasaran lainnya seperti penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan, sekaligus merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bangka di masa yang akan datang untuk mewujudkannya.  

Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian domestik serta memperhatikan perkembangan lingkungan ekonomi global yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Bangka kedepan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus disikapi secara serius dan sungguh dengan langkah-langkah yang lebih nyata.
Beberapa tantangan yang dimaksud antara lain mencakup :

1. Memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro sebagai syarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perhatian terhadap upaya dan menjaga stabilitas ekonomi makro tetap dirasa penting mengingat adanya potensi gelojak eksternal terkait dengan ketidakseimbangan global (global imbalance).

2. Mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berimbang yaitu lebih bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan terjaganya stabilitas ekonomi makro disertai dengan upaya pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, pada gilirannya akan mendorong peningkatan investasi.

3. Menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. 

Mengingat kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan masih terbatas, maka diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pada sektor-sektor yang mempunyai efek penggandaan yang tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan seperti kebijakan padat karya (labor intensive).

4. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Penciptaan iklim investasi yang kondusif ini merupakan salah satu tantangan yang cukup berat bagi pemerintah daerah saat ini. Komitmen perbaikan iklim investasi ini berupa perbaikan dibidang perundang-undangan, pelayanan dan penyederhanaan prosedur serta birokrasi.

5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas merupakan prasyarat agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan yang diperlukan untuk membuka lapangan pekerjaan. Kurang tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan kendala bagi masuknya investasi, kurangnya pasokan energi listrik, keterbatasan jaringan telekomunikasi serta kepadatan jalan akan menjadi persoalan bagi upaya peningkatan invetasi serta daya saing ekspor non migas Kabupaten Bangka.
6. Meningkatkan daya saing ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan selain untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
7. Meningkatkan partisipasi swasta.

Mengingat terbatasnya sumber daya pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan, peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta (public-private partnership) merupakan tantangan yang cukup penting khususnya terkait dengan pembiayaan investasi dalam penyediaan infrastruktur.

8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bangka. 


Belum meratanya proses dan kualitas pendidikan menyebabkan berbagai kesempatan ekonomi yang muncul di lokalitas penjuru Kabupaten Bangka tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan.

9. Pemerataan distribusi pendapatan (Income Distribution).

Persoalan yang dihadapi adalah kemakmuran masyarakat semata-mata tidak dapat diukur dari besarnya PAD saja tetapi juga bagaimana PAD tersebut didistribusikan. Pendapatan dianggap didistribusikan secara sempurna bila setiap individu memperoleh bagian yang sama dari out put perekonomian.

10. Penanganan Bencana Alam.

Kejadian bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Bangka perlu mendapat atensi serius dari Pemkab Bangka, Hal ini disebabkan bencana yang terjadi tidak hanya membawa penderitaan bagi penduduk yang tertimpa bencana, tetapi juga menyebabkan kerusakan berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, sekolah maupun infrastruktur lainnya. Kondisi tersebut tentunya mempunyai korelasi terhadap perekonomian daerah menyangkut mobilitas masyarakat yang terhambat, tingkat produksi pertanian dan pertambangan yang menurun dan sebagainya.
3.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017


Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bangka pada tahun 2016 baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, berdasarkan forecasting, kondisi perekonomian mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 4,62%. Untuk melihat gambaran kondisi perekonomian untuk tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Predikasi Kondisi Ekonomi

Kabupaten Bangka Tahun 2016 dan Tahun 2017
	PDRB menurut pendekatan output
	Tahun 2016
	2017

	
	PDRB HB

(Jutaan Rp)
	PDRB HK  (Jutaan Rp)
	PDRB HB

(Jutaan Rp)
	PDRB HK

(Jutaan Rp)

	Pertanian
	1.998.230
	802.471
	2.152.029
	836.329

	Pertambangan dan Penggalian
	1.634.020
	392.383
	1.721.238
	399.844

	Industri Pengolahan
	761.934
	392.383
	1.721.238
	399.844

	Listrik, Gas dan Air Bersih
	78.348
	23.348
	85.724
	24.843

	Bangunan
	1.140.374
	262.735
	1.253.250
	278.964

	Perdagangan, hotel dan Restoran
	1.821.498
	642.557
	1.980.541
	678.217

	Pengangkutan dan Komunikasi
	295.863
	93.016
	320.858
	97.771

	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	216.143
	94.481
	236.298
	99.931

	Jasa
	1.200.169
	218.075
	1.315.384
	230.523

	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	8,76
	4,87
	8,05
	4,65

	Pendapatan Perkapita (Rp)
	26.403.136
	7.098.986
	27.292.216
	7.290.827

	Tingkat Inflasi (%)
	7,19
	7,23


Sumber : Data diolah, 2015
Dari sisi output/produksi PDRB harga berlaku untuk sektor pertanian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 1.998.230 juta rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 22,04% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka sedangkan PDRB harga konstan untuk tahun yang sama sektor pertanian menjadi 802.471 juta rupiah. Dilihat dari tabel 3.2. diatas maka dapat diketahui bahwa sektor primer yang dipengaruhi supply & demand dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB yakni sebesar 40,13% kemudian diikuti oleh sektor tersier dengan kontribusi mencapai 38,30% dengan menempatkan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai sektor unggulannya dengan kontribusi sebesar 19,58%. Sektor tersier diharapkan dapat menjadi sektor unggulan Kabupaten Bangka pada masa-masa mendatang. Justru yang terus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah yakni bagaimana untuk terus meningkfatkan sektor sekunder terutama sektor listrik, gas dan air bersih karena hanya memberikan kontribusi sebesar 0,85% dan hal ini dirasakan masih kurang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sektor ini akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan disamping sebagai pendorong perekonomian juga sebagai faktor pendorong laju investasi terutama berkaitan dengan energi listrik. Perlu diketahui bahwa PDRB harga konstan digunakan dalam mengukur perekonomian suatu daerah karena faktor inflasi sudah dieliminasi.

Pendapatan perkapita Kabupaten Bangka pada tahun 2016 diperkiraan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya  yakni sebesar Rp. 24.037.545 rupiah. Tetapi yang perlu diperhatikan apakah distribusi pendapatan berjalan sempurna atau persentasi dari total pendapatan berbanding lurus dengan persentasi jumlah penduduk dalam menikmati pendapatan daerah. Hal ini akan terus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka memberantas kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi masyarakat.
Salah satu indikator ekonomi yang penting seperti inflasi tetap berada pada level aman yakni hanya sebesar 7,69%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah berjalan stabil, walaupun tingkat harga barang pada beberapa sub sektor terutama sektor sekunder dan tersier justru mengalami peningkatan. Inflasi di sektor tersebut dipengaruhi oleh biaya hidup (life cost) yang tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan Kabupaten Bangka pada khususnya terutama didominasi oleh naiknya harga bahan pokok karena memang sebagian besar bahan pokok tersebut dikirim dari luar Bangka yang memerlukan sarana transportasi yang mahal.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis dan prakiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2012 sampai dengan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini.
                                        Tabel 3.3.
Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2013 s/d 2017
	
	URAIAN
	REALISASI
	PROYEKSI

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah :
	62.977.747.913
	53.915.919.000
	85.618.147.393
	97.896.755.489
	104.742.954.045

	1.1.1
	Pajak Daerah
	17.359.394.965
	29.279.875.692
	30.300.704.085
	35.022.572.805
	39.744.441.524

	1.1.2
	Retribusi Daerah
	7.790.196.517
	7.213.286.175
	4.312.956.981
	3.870.430.852
	3.015.091.063

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
	4.019.173.689
	1.505.602.749
	8.371.345.507
	8.989.561.791
	9.894.730.135

	1.1.4
	Lain2 Pendapatan Daerah yang Sah
	33.808.982.743
	15.917.154.384
	42.633.140.820
	50.014.190.041
	52.088.691.322

	1.2
	Pendapatan Transfer :
	744.295.825.858
	829.737.855.681
	888.566.175.711
	934.617.147.579
	1.012.898.121.476

	1.2.1
	Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan :
	607.081.542.718
	681.501.426.239
	735.882.604.532
	765.477.263.756
	822.323.527.383

	1.2.1.1
	Bagi Hasil Pajak
	38.461.078.336
	30.029.109.164
	41.250.680.656
	43.016.526.616
	44.819.532.896

	1.2.1.2
	Bagi Hasil Bukan Pajak ( SDA )
	79.682.444.382
	110.361.486.075
	148.240.234.588
	143.916.922.990
	169.909.424.471

	1.2.1.3
	Dana Alokasi Umum ( DAU )
	444.188.100.000
	492.721.831.000
	497.146.694.768
	531.105.348.734
	561.725.245.344

	1.2.1.4
	Dana Alokasi Khusus ( DAK )
	44.749.920.000
	48.389.000.000
	49.244.994.520
	47.438.465.416
	45.869.324.673

	1.2.2
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya :
	74.284.603.000
	63.476.174.000
	70.595.462.238
	76.690.766.399
	90.187.867.864

	1.2.2.1
	Dana Penyesuaian
	74.284.603.000
	63.476.174.000
	70.595.462.238
	76.690.766.399
	90.187.867.864

	1.2.3
	Transfer Pemerintah Propinsi :
	62.929.680.140
	84.760.255.442
	82.088.108.941
	92.449.117.424
	100.386.726.229

	1.2.3.1
	Bagi Hasil Pajak
	32.849.931.640
	39.306.149.442
	56.538.420.650
	63.424.562.379
	68.203.703.690

	1.2.3.2
	Bantuan Keuangan Propinsi
	30.079.748.500
	45.454.106.000
	25.549.688.291
	29.024.555.044
	32.183.022.539

	1.3
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah :
	3.407.300.000
	70.146.500
	2.008.130.400
	1.709.569.700
	1.411.009.000

	1.3.1
	Pendapatan Hibah
	3.407.300.000
	70.146.500
	2.008.130.400
	1.709.569.700
	1.411.009.000

	
	JUMLAH PENDAPATAN
	810.680.873.771
	883.723.921.181
	976.192.453.505
	1.034.223.472.767
	1.119.052.084.521


Sumber : Data diolah, 2015
Berdasarkan pada proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut diatas, maka penerimaan pendapatan daerah diperkirakan terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2014 realisasi pendapatan daerah hanya mencapai Rp. 883.723.921.181,-, maka pada tahun 2015 diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp. 976.192.453.505,-, pada tahun 2016, mencapai Rp. 1.034.223.472.767,- dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 1.119.052.084.521,-.
Kemampuan penerimaan berimplikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan dan sangat berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Kemampuan pembiayaan pembangunan daerah merupakan cerminan dari penerimaan pendapatan daerah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut berasal dari beberapa komponen sumber pendapatan daerah dengan rincian sebagaimana tabel 3.3. diatas.
a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 diproyeksikan sebesar                    Rp. 85.618.147.393,-, diperkirakan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 97.896.755.489,- yang berasal dari :

· Pajak Daerah diperkirakan sebesar Rp. 35.022.572.805,-;

· Retribusi Daerah diperkirakan sebesar Rp. 3.870.430.852,-;

· Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperkirakan sebesar Rp. 8.989.561.791,-;
· Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan sebesar Rp. 50.014.190.041,-. 

b. Penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2016 diproyeksikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pendapatan transfer pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 934.617.147.579,- atau meningkat sebesar 5,18 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 888.566.175.711,- yang berasal dari :

· Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan diperkirakan sebesar Rp. 765.477.263.756,-;

· Transfer Pemerintah Pusat Lainnya diperkirakan sebesar Rp. 76.690.766.399,-;

· Transfer Pemerintah Provinsi diperkirakan sebesar Rp. 92.449.117.424,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016  diproyeksikan hanya mencapai Rp. 1.709.569.700,-  yang terdiri dari :

· Pendapatan Hibah diperkirakan sebesar Rp. 1.709.569.700,-
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2016 di fokuskan adalah sebagai berikut :

1.  
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Strategi dan upaya peningkatan pendapatan daerah merupakan hal yang harus dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan melaksanakan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.  
 Pilihan kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata  dalam memobilisasi dana, terutama sumber-sumber dana yang secara langsung telah dikelola dan dapat dikembangkan seperti pajak daerah dan retribusi daerah, dengan menggali potensi dan membuat terobosan berupa tindakan-tindakan strategis yang terencana dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

a.  
Kebijakan Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan daerah merupakan tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan daerah dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat/intensif.

Kebijakan intensifikasi pendapatan daerah yang dilaksanakan pada  tahun 2014, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :

1) Pembentukan Tim Intensifikasi  Pendapatan Daerah

Pembentukan tim intensifikasi di daerah yang lebih operasional yang terdiri dari unsur instansi yang kompeten  sangatlah diperlukan, hal ini tentu sejalan dengan sikap Pemerintah Kabupaten Bangka yang selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari dana bagi hasil terutama dalam menyampaikan potensi data yang ada di daerah.

2) Selain Tim Intensifikasi PAD dan PBB yang telah berjalan, untuk  meningkatkan penerimaan daerah dari dana bagi hasil PPh dan bagi hasil pajak propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Bangka telah bekerjasama dengan KP. PBB dan KPP Pangkalpinang dalam membentuk Tim Intensifikasi PPh dan selalu berkoordinasi dengan UPT DPPKAD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Kabupaten Bangka yang  berpengaruh pada peningkatan kedua penerimaan tersebut. Dari kerjasama ini diharapkan penerimaan dari sektor dana bagi hasil dapat meningkat setiap tahunnya.

3) Untuk meningkatkan pendapatan dari dana bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari Landrent, Royalti, Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi, Pemerintah Kabupaten Bangka juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber daya alam dan Kementerian Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi data produksi sumber daya alam. 

b.  
Kebijakan Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pendapatan daerah dimaksudkan  sebagai suatu usaha/upaya untuk menggali/menciptakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Kebijakan ekstensifikasi pendapatan daerah pada tahun 2014 lebih diarahkan pada penciptaan atau penambahan penerimaan daerah.

Upaya pencapaian target pendapatan dilakukan melalui :

1)
Kebijakan Pendapatan Asli daerah

· Deregulasi perda-perda yang berkaitan dengan pajak dan   retribusi daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan perdagangan.
· Memperbaiki bank data, membangun program pemetaan secara elektronik (e-mapping), dan pemetaan yang dapat memberikan informasi secara detil (smart mapping).
· Mengembangkan pembukuan secara elektronik (e-filling), pendataan secara elektronik (e-registration), pembayaran secara elektronik (e-payment), dan konsultasi dalam rangka pengawasan secara elektronik (e-councelling).
· Menerapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilalukan oleh wajib pajak dan memberikan reward kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan melampaui target.
· Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD yang sehat dan menguntungkan.

· Mengoptimalkan manajemen kas, sehingga dana yang menganggur (idle money) dapat di depositokan dan menambah pendapatan pada jasa giro.

· Mengiventarisasi aset yang kurang ekonomis dan kurang bermanfaat untuk dilakukan pelelangan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
2)  
Kebijakan Dana Perimbangan :

· Memperbaiki struktur data yang menjadi penentu dalam variabel perhitungan DAU dan DAK.

· Meningkatkan upaya konservasi dan diversifikasi sumber daya pertambangan dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan.

· Mengoptimalkan produksi dan penyediaan bahan baku SDA.

· Mengembangkan dan menciptakan berbagai nilai tambah dari berbagai jenis SDA.

· Memberantas illegal minning, illegal logging dan illegal fishing.

· Restrukturisasi sektor kehutanan.

· Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada perairan potensial dan melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan.

· Mengingkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan sumber daya kelautan secara efektif.

· Meningkatkan sistem informasi kelautan perikanan secara terpadu.

· Mendata seluruh produk ekspor, agar dana bagi hasil yang diterima sesuai dengan potensi yang ada.

· Melakukan koordinasi dengan departemen teknis untuk mencocokan dan merekonsiliasi data bagi hasil pajak dan SDA.

3)  
Kebijakan Lain-lain pendapatan yang sah :

· Mengajukan proposal ke BAPPENAS, Departemen Keuangan dan Departemen teknis untuk mendapatkan dana Adhoc dan dana lain dari Pemerintah Pusat

· Menyampaikan data dan informasi ke Pemerintah pusat dan propinsi tentang kebutuhan dan prioritas daerah, agar mendapat bantuan dari pemerintah pusat maupun propinsi

· Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data bagi hasil pajak propinsi

· Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan  perusahaan pertambangan dan perkebunan untuk mendapatkan hibah/sumbangan pihak ketiga
· Menggali potensi sumber-sumber pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Uraian umum kebijakan belanja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1)
Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2)
Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3)
Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4)
Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:

a)
Untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;

b)
Untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

c)
Dana Alokasi Umum (DAU) agar ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;

d)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, dan keluarga berencana, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e)
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi hutan dan lahan, Pemerintah Daerah supaya mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Reboisasi, meliputi reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, serta pembuatan bangunan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

5)
Belanja Pegawai
a)
Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD sampai dengan bulan ketiga belas dan tunjangan jabatan struktural/fungsional serta tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b)
Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan  pemerintah, serta adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga maupun mutasi pegawai, belanja pegawai diasumsikan meningkat sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya;

c)
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, khususnya bagi PNSD yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud agar berpedoman pada Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

d)
Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, yang telah ditetapkan dengan peraturan  Bupati Bangka, sedangkan untuk penetapan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka.
6)
Belanja Barang dan Jasa

a)
Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;

b)
Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri.

c)
Dalam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

d)
Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa;

e)
Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu di luar instansi pemerintah, supaya dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka penghematan dan tidak membebani APBD.
7)
Belanja Modal

a)
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya, yang memiliki kriteria sebagai berikut:

(1)
masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(2) 
merupakan objek pemeliharaan;

(3)

jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi.

b)
Pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

c)
Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

8)
Belanja DPRD

a)
Penganggaran belanja DPRD, agar mempedomani ketentuan:

(1) 
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

(2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

b)
Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada pos DPRD, sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan, belanja penunjang kegiatan DPRD dan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD.

c)
Untuk penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja tunjangan komunikasi intensif dan rincian objek belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, sedangkan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian objek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

9)
Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

a)
Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
b)
Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
c)
Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota" termasuk didalamnya "Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota".
d)
Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

10)
Belanja Subsidi

a)
Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

b)
Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

11)
Belanja Hibah

a)
Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

b)
Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c)
Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

12)
Bantuan Sosial

a)
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

b)
Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
c)
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

13)
Belanja Bantuan Keuangan

a)
Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/atau desa penerima bantuan.

b)
Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, baik dalam APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota, maka urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD provinsi atau kabupaten/kota, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas daerah/desa yang bersangkutan.

14)
Belanja Tidak Terduga

a) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang   sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

b) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana  sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, sebagai berikut:

(a).
Penyediaan kredit anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(b).
Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.

(c).
Sambil menunggu perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(d).
Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD.

(e).
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan apabila keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(f).
Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, yang antara lain mencakup:

(1)
program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

(2)
keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Tabel 3.4.
Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka

Tahun 2013 s/d 2017
	No
	Uraian
	Realisasi
	Rencana
	Proyeksi

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	2.1
	Belanja Tidak Langsung
	  399.115.849.181 
	 445.466.323.419 
	 481.568.288.100 
	    508.578.644.854 
	    536.830.033.394 

	2.1.1
	Belanja Pegawai
	  357.517.706.578 
	 373.382.192.886 
	 437.211.397.192 
	    463.475.685.810 
	    493.236.707.293 

	2.1.2
	Belanja Subsidi
	      1.388.941.875 
	        150.000.000 
	        688.602.838 
	        1.113.954.730 
	           126.400.665 

	2.1.3
	Belanja Hibah
	      4.560.598.454 
	   31.612.523.000 
	   10.431.933.924 
	        9.609.541.261 
	        8.180.045.398 

	2.1.4
	Belanja Bantuan Sosial
	         558.456.673 
	     2.243.300.000 
	        221.496.539 
	           212.800.442 
	            72.188.506 

	2.1.5
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 
	      3.087.838.406 
	     3.655.576.130 
	     4.236.819.761 
	        4.656.187.753 
	        5.024.066.069 

	2.1.6
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
	    30.890.118.119 
	   32.895.175.319 
	   26.880.003.728 
	      27.476.505.115 
	      28.146.113.700 

	2.1.7
	Belanja Tidak Terduga
	      1.112.189.077 
	     1.527.556.085 
	     1.898.034.119 
	        2.033.969.742 
	        2.044.511.763 

	2.2
	Belanja Langsung
	  420.146.342.336 
	 417.102.588.577 
	 515.027.940.075 
	    555.660.504.368 
	    613.592.985.484 

	2.2.1
	Belanja Pegawai
	    82.993.331.186 
	   60.647.649.810 
	 111.523.005.452 
	    119.651.794.036 
	    137.777.054.244 

	2.2.2
	Belanja Barang dan Jasa
	  187.382.119.026 
	 213.636.596.768 
	 234.183.193.741 
	    259.276.612.657 
	    278.944.782.044 

	2.2.3
	Belanja Modal
	  149.770.892.123 
	 142.818.341.999 
	 169.321.740.882 
	    176.732.097.676 
	    196.871.149.195 

	
	Total Belanja
	  819.262.191.516 
	 862.568.911.996 
	 996.596.228.176 
	  1.064.239.149.223 
	  1.150.423.018.877 


Kemampuan belanja daerah tahun 2016 akan mengalami peningkatan menjadi Rp, 1.064.239.149.669,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 1.038.957.992.669,-. Proyeksi belanja yang demikian apabila dibandingkan dengan proyeksi pendapatan sebagaimana diatas maka terdapat defisit penyediaan dana (penerimaan kurang). Kondisi yang demikian diproyeksikan akan ditutup dari pos pembiayaan netto yakni sebesar  Rp. 25.281.156.554,-.
Mengingat terbatasnya anggaran, maka diperlukan skala prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka tahun 2016 yang diproyeksikan membutuhkan dana belanja langsung sebesar Rp. 555.660.504.368,- dan untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar Rp. 508.578.644.854,-.
Untuk itu diperlukan sinkronisasi, penyesuaian dan penilaian kewajaran program dan kegiatan dari finalisasi hasi Musrenbang Kabupaten sesuai terhadap alokasi belanja langsung dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi daerah;
2. Kaitan logis antara permasalahan yang akan diselesaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan;

3. Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan, dan
4. Keselarasan dan keterpaduan kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga memberikan manfaat dampak postip bagi masyarakat.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah + (Permendagri tentang APBD 2016)
Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

2. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan menjadi Piutang Daerah dan Pencairan Dana Candangan serta sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah;

3. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Tabel 3.5.
Pagu dan Proyeksi Pembiayaah Daerah Kabupaten Bangka

Tahun 2013 s/d 2017 (dalam ribuan rupiah)
	No
	Uraian
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	3.1
	Penerimaan Pembiayaan
	 110.460.783 
	 93.475.033 
	 82.931.080 
	 93.525.717 
	 87.288.793 

	3.1.1
	SILPA TA. Tahun Sebelumnya
	 110.334.341 
	 93.400.843 
	 82.177.898 
	 84.294.644 
	 86.411.389 

	3.1.2
	Pencairan Dana Cadangan
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	 
	 
	 
	   8.500.000 
	 10.000.000

	3.1.4
	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.5
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
	       126.442 
	       74.190 
	      753.182 
	      731.073 
	     877.403 

	3.1.6
	Penerimaan Piutang Daerah
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Pengeluaran Pembiayaan
	   14.175.000 
	   8.398.378 
	   2.768.333 
	   2.796.706 
	   3.402.137 

	3.2.1
	Pembentukan Dana Cadangan
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
	   11.250.000 
	   6.500.000 
	   2.768.333 
	   2.796.706 
	   3.402.137 

	3.2.3
	Pembayaran Pokok Utang
	 
	         1.003 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Pembentukan Dana Bergulir
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Pemberian Pinjaman Daerah
	     2.925.000 
	   1.897.375 
	   2.451.400 
	   2.858.875 
	   3.266.350 

	 
	Pembiayaan Netto
	   96.285.783 
	 85.076.655 
	 80.162.747 
	 90.729.011 
	 83.886.655 


Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2014 (diolah)
Dari tabel diatas, dari sisi penerimaan pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) tahun 2016 diproyeksikan sebesar              Rp. 84.894.644.000,- mengalami peningkatan sebesar 2,58 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang justru mencapai Rp. 82.177.898.000,-. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2015, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah diproyeksikan mencapai Rp. 2.796.706.000,- atau meningkat sebesar 1,02 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang justru mencapai            Rp. 2.768.333.000,-. 
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